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BPK Kewalahan Kumpulkan Data

PALU, MERCUSUAR - Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Sulteng, mengaku ke-
walahan pada saat mengumpulkan
data pajak kendaraan di seluruh
daerah di Sulteng. Dengan demikian,
data yang diperoleh saat ini masih
belum sepenuhnya rampung dari
keseluruhan data pajak kendaraan
se- Sulteng yang berhasil diambil.

Hal itu disampaikan salah satu staf
BPK Sulteng yang ikut menyambung
pernyataan Kepala BPK RI Perwakilan
Sulteng, Muhammad Bayu Subartha,
ketikawartawan Mercusuar meng-
hampiri Bayu untuk dilakukan
wawancara terkait temuan BPK
tentang pajak kendaraan.

“Karena data dari dinas-dinas
terkait belum jelas, makanya
kita maunya data dikasih ke
kami itu dievaluasi. Hanya saja,

PAJAK KENDARAAN

untuk jumlah total-
nya Kkita cari bareng-
bareng,"terang staf
tersebut.

Bayu menga-
takan, terkait hasil
temuan BPK yang
telah diserahteri-
makan kepada
Gubernur

Sulteng, Longky Djanggola
beberapa hari lalu, telah
menjadi kewenangan pihak
pemerintah daerah untuk
mengaturnya. Termasuk
DPRD dan para Bupati
juga telah diberikan lapo-
ran hasil temuan pajak
kendaraan itu.

“Temuan tidak jelasan-

ya uang Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) sebanyak
.. Rp83,25 miliar, seka-
rang sudah ditindak-
lanjuti. Ini tergantung
dari bupati masing-
masing. Nah, kalau
uang sebesar Rp1,32
miliar, itu kan pe-
nyelenggaraannya

Muhammad Bayu Subartha

A—

anggota pegawai pemda itu send-
iri, mereka sudah diserahkan ke
polisi lalu diproses di pengadilan
Kabupaten Morowali,"kata Bayu
yang ditemui usai mengisi seminar
BPK Goes to Campus di Universitas
Tadulako (Untad), bersama Anggota
BPK RI, Dr Ali Masykur Musa, Kamis
(7/11/2013).

Ditambahkan Bayu, masih terkait
temuan dana pajak kendaraan sebe-
sar Rp83,25 miliar yang tidak jelas
keberadaanya, ini akibat masih min-
imnya kesadaran pemilik kendaraan
membayar pajak.

“Hasil pemeriksaan kita seperti itu,
kalau Rp 83, 25 miliar itu pemilik wa-
jib pajak yang belum bayar pajak, jadi
kalau nanti sudah pembayaran, itulah
yang nantinya menjadi penerimaan
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Kewenangan BPK Berlaku Apabila Diperlukan v
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negara,” paparnya.

Lebih lanjut, Bayu men-
gapresiasiDinasPendapatan
Daerah ( Dispenda) Sulteng
- yang bekerja ekstra sehing-
ga membuat temuan pajak
kendaraan berkurang men-
jadi Rp79 miliar. Sehingga,
ada pemasukan ke kas
daerah sebanyak Rp4 mil-
iar berkat kerja keras tim
intensifikasi.

Disinggung tentang ke-
wenangan BPK untuk tetap

mengusut temuan tersebut
sesuai Pasal 13, UU Nomor

10 Tahun 2004 yang mem-
berikan kewenangan ke-
pada BPK untuk melakukan
pemeriksaan lebih lanjut
berupa pemeriksaan inves-
tigatif. Hal itu untuk men-
gungkap adanya indikasi
kerugian keuangan daerah
atau adanya unsur tindak
pidana (korupsi). Dijawab
Bayu, kewenangan itu ber-
laku apabila diperlukan.

“Oh nggak, kalau itu kan
sudah diserahkan maka
sudah hak masing-masing
daerah untuk menindaklan-
juti temuan itu. BPK sendiri
menyerahkan kepada pen-
egak hukum. Jadi dari sana
tentunya bisa ke polisi atau
jaksa. Seandainya diper-
lukan, BPK akan turun.
Tapi ini kan masih awal,
masalah sekarang, pemer-
intah belum memungut
biaya,’ujarnya. Nt




